WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, telah
ditetapkan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 13
Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali
Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tebing
Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentan g Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu melakukan
penyesuaian terhadap susunan organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali

Kota tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Tebing Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undan
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil

Lingkungan Daerah Prop

Negara Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 17

Negara (Lembaran Negara

g-Undang Dasar Negara Republik

tentang
. Dalam
Insi Sumatera Utara (Lembaran

Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Indonesia Nomor 1092);

Tahun 2003 tentang Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4, Undang-Undang  Nomor 24

Penanggulangan Bencang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Le
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); .

Tahun 2007 tentang
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Menetapkan :

6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.

Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing

Tinggi vang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tebing
Tinggi.

11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing
Tinggi.

12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.

13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.

14. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Kota Tebing
Tinggi

15. Dinas Daerah Kota adalah Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi.

16. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Tebing Tinggi.

17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
pada Dinas atau Badan Daerah.

18. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah.

o e
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19. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Tebing Tinggi.
20. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB Il

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah, meliputi:

a0 o

1.

OB

0N

9

16.
17.

18.

19

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sekretariat Daerah;
Sekretariat DPRD;
Inspektorat;

Dinas Daerah, terdiri dari:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Sosial,

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pemberdayaan Masyarakat;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

e. Badan Daerah, terdiri dari;

1.
2.
3.

RPN RO A

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

ecamatan, terdiri dari;

Kecamatan Bajenis;
Kecamatan Padang Hilir;
Kecamatan Padang Hulu;
Kecamatan Rambutan; dan
Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

BAB 111

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh
Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
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(2)

3)

(1)

(2)

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan

fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan Kkerja
Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemerintahan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara pada instansi Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan
masing-masing Asisten membawahi dan mengoordinasikan 3
(tiga) Bagian serta masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga)
Sub Bagian.
Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahi dan mengoordinasikan:
1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
b} Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
¢) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual,
b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
c¢) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
3. Bagian Hukum, terdiri dari:
a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
¢) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi
dan mengoordinasikan:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri
dari:
a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
b) Sub Bagian Perekonomian; dan
c) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
a) Sub Bagian Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa;
b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik;
c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa;
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c. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan
mengoordinasikan:
1.  Bagian Umum, terdiri dari:
a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
¢) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
2. Bagian Organisasi, terdiri dari:
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana,
dan
¢) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri
dari:
a) Sub Bagian Protokol;
b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
c¢) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan,

Pasal 5

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Pasal 6

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi
dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD,
dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan
tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD.

ao o

Pasal 7

Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan
masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. Bagian Umum, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; dan
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2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler;
b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri

dari:

1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan

2. Sub Bagian Perundang-Undangan;
c. Bagian Keuangan,terdiri dari:

1. Sub Bagian Program; dan

2. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

(1)

(2)

)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Inspektorat
Pasal 9

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
aleh Perangkat Daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya,

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubemur sebagai

wakil Pemerintah Pusat;

penyusunan laporan hasil pengawasan,;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana

korupsi;

o

f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota

terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 10

Organisasi Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3
(tiga) Inspektur Pembantu, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub
Bagian dan masing-masing Inspektur Pembantu membawahi
kelompak jabatan fungsional.
Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
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Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan [;
Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan II;
Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Mmoo

Pasal 11

Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Keempat
Dinas Daerah
Paragraf 1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan,

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris

Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas

membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan,

bidang kebudayaan dan tugas pembantuan,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan
dan bidang kebudayaan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan;
dan bidang kebudayaan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 1
(satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2
(dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3
(tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b, Sekretariat, terdiri dari:
1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,;
c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal,
terdiri dari:
1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan
Pendidikan Non Formal,
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2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan
Pendidikan Non Formal; dan
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan
Pendidikan Non Formal;
d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan
Dasar;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Pendidikan Dasar; dan
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Dasar
e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian; dan
3. Seksi Tenaga Kebudayaan;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah.

m ™

Pasal 14

Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(1)

)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 2
Dinas Kesehatan
Pasal 15

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang kesehatan dan tugas

pembantuan.

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan,;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat
dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian
dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
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2.  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
1. Secksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Keschatan Kerja dan
Olahraga;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri
dari:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular; dan
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa;
e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri
dari:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
2. Seksi Kefarmasian, ALKES dan PKRT; dan
3. Seksi Sumber Daya Kesehatan;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

™

Pasal 17

Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pasal 18

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum sub urusan
kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang,
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai
tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya
air, penataan ruang dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum sub
urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan
ruang;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum sub
urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan
ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan
umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan
penataan ruang;
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pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan
umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan
penataan ruang; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang,
Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing
Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

(2)

a.
b.

s

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Bidang Bina Marga, terdiri dari:

1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan;

2. Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Alat Berat;
dan

3. Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan;

Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:

1. Seksi Sungai dan Irigasi;

2. Seksi Air Minum dan Air Baku; dan

3. Seksi Drainase;

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan Ruang;

2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang; dan

3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, terdiri

dari:

1. Seksi Gedung;

2. Seksi Jasa Konstruksi; dan

3. Seksi Tata Bangunan;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 20

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

(1)

Pasal 21

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan
kawasan permukiman dan pertanahan, dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
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(2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah di bidang
perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan dan
tugas pembantuan.

(3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menvelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman dan pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan
kawasan permukiman dan pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan
dan kawasan permukiman dan pertanahan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang,
Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing
Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

(2) Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdin dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Perumahan, terdiri dari:
1. Seksi Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan
Perumahan;
2. Scksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
3. Secksi Pengelolaan Pemakaman dan Pertanahan;
d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:

1. Secksi Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan
Permukiman,;

2. Seksi Penyediaan, Pelaksanaan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan; dan

3. Seksi Penataan Kawasan;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah.

-0

Pasal 23

Bagan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 5
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 24

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali

Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang ketenteraman, Kketertiban

umum dan perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu)
Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua)
Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga)
Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,;
c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
1. Seksi Operasional dan Pengendalian,;
2. Seksi Ketertiban Umum; dan
3. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali
Kota, terdiri dari:
1. Seksi Penegakan dan Pengawasan,;
2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan
3. Seksi Kerjasama;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah.

oo
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Pasal 26

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Dinas Sosial
Pasal 27

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang sosial;

pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;

pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

oo g

Pasal 28

(1) Organisasi Dinas Sosial terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2
(dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan
masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok
Jabatan Fungsional.

(2) Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial,
terdiri dari:
1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
2. Seksi Perlindungan Sosial; dan
3. Seksi Jaminan Sosial;
d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Pemberdayaan Penyandang  Masalah
Kesejahteraan Sosial;
2. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial; dan
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah.
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Pasal 29

Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana terca:ntum dalam_
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

(1)

(2)

&)

(1)

)

Paragraf 7
Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
Pasal 30

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian,

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris

Daerah.

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian mempunyai tugas

membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan

bidang perindustrian dan tugas pembantuan.

Dinas  Ketenagakerjaan dan Perinduatrian  dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang
perindustrian;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang
perindustrian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga
kerja dan bidang perindustrian;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja
dan bidang perindustrian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian terdiri
dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri
dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari
3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:

1. Seksi Produktifitas dan Pelatihan Tenaga Kerja;

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja; dan
3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja, Pengawasan dan
Hubungan Industrial;

d. Bidang Industri, terdiri dari:

1. Seksi Industri Agro dan Kerajinan Umum;

2. Seksi Industri Logam dan Jasa; dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana;
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e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 32

Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 33

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Perberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
bidang pemberdayaan masyarakat, dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Wali
Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, bidang pemberdayaan masyarakat dan
tugas pembantuan.

(3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan bidang
pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan bidang
pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
bidang pemberdayaan masyarakat;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan bidang
pemberdayaan masyarakat; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

(1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 1 (satu)
Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua)
Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga)
Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2)

Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak
Perempuan, terdiri dari:
1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan,;
2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan; dan
3. Scksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
d. Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak,
terdiri dari:
1. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga;
e. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, terdiri
dari:
1. Seksi Penataan dan Penguatan Lembaga
Kemasyarakatan;
2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dan
Usaha Kelompok Masyarakat; dan
3. Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

™

Pasal 35

Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(1)

@)

)

Pasal 36

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi Kkewenangan daerah di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas
pembantuan.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;
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(1)

(2)

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang,
Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing
Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional.
Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
terdiri dari:
1. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan
PLKB dan Kader KB;
2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi
Keluarga; dan
3. Seksi Jaminan Pelayanan KB/Alkon dan Pembinaan
Kesertaan Keluarga Berencana;
d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri
dari:
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan
Lansia; dan
3. Seksi Ketahanan Remaja;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah.

™o

Pasal 38

Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

(1)

Paragraf 10
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pasal 39

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian,
perikanan, peternakan, dan penyuluhan, dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
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(2)

3)

(1)

(2)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan
pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan,
penyuluhan dan tugas pembantuan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan,
bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan
penyuluhan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan,
bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan
penyuluhan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan
pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan
penyuluhan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan
pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan
penyuluhan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari
1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang, Sekretariat terdiri
dari 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari
3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan;
c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Ketersediaan Pangan,;
2. Seksi Distribusi Pangan; dan
3. Seksi Kerawanan Pangan;
d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
2. Seksi Konsumsi Pangan; dan
3. Seksi Keamanan Pangan;
e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
3. Seksi Penyuluhan;
f. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,
terdiri dari:
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
2. Seksi Produksi; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
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h. Bidang Perikanan, terdiri dan:
1. Seksi Produksi Perikanan;
2. Seks: Perlindungan Penikanan,; dan
3. Seksi Bina Usaha Perikanan;

i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

J.  Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 41

Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(1)

(2)

(3)

(n

(2)

Paragraf 11
Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 42

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah di bidang

lingkungan hidup, bidang kehutanan dan kebersihan,

dipimpin oleh Kepala Dinas vang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris

Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyvai tugas membantu Wali

Kota melaksanakan urusan pemenntahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang bidang lingkungan hidup,

bidang kehutanan, kebersithan dan tugas pembantuan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menvelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, bidang
kehutanan dan kebersithan,

b, pelaksanaan kebyakan di bidang lingkungan hidup,
bidang kehutanan dan kebersthan;

c.  pelaksanaan evaluas: dan pelaporan di bidang lingkungan
hidup, bidang kehutanan dan kebersihan;

d. pelaksanaan administrasy dinas di bidang lingkungan
hidup, hidang kehutanan dan kebersthan; dan

e pelaksanaan fungs: lan vang dibenkan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya,

Panal 43

Organieasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dan 1 (satu)
Sekretanat dan 2 (dua) Bidang, Sekretanat terdin dani 2 (dua)
Sub Bagan dan masing-masing Bidang terdiri dan 3 (tiga)
Secksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisam [hnas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada avat (1] terdin dan:
a.  Kepala Dinas,
b,  Sekretanat, terdin dari:
1. Sub Bagan Umum dan Kepegawaian; dan
2 Sub Bagmn Perencanann dan Keuangan,
¢.  Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas,
terdin dant
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan:
2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum, dan
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3. Seksi Peningkatan Kapasitas;

d. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, terdiri
dari:

1. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;
2. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup, Pencemaran
dan Ruang Terbuka Hijau; dan
3. Seksi Sarana Prasarana dan Tempat Pembuangan
Akhir;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 44

Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(1)

(2)

(3)

(1)

Paragraf 12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 45

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas

membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil,;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46
Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri
dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri

dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari
3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang; dan
3. Seksi Pendataan Penduduk;
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
1. Seksi Kelahiran;
2. Scksi Perkawinan dan Perceraian; dan
3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian;
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 47

Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 13
Dinas Perhubungan
Pasal 48

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali
Kota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang perhubungan dan tugas
pembantuan.

(3) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan,;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
perhubungan;

d. selaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;

an

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota

terkait dengan tugas dan fungsinya.
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(1)

(2)

Pasal 49

Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat
dan 3 (tiga) Bidang, Sckretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian
dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Opecrasional dan Keselamatan Lalu Lintas, terdiri
dari:
1. Seksi Pengaturan dan Pengawalan;
2. Seksi Pengawasan dan Penindakan; dan
3. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas;
d. Bidang Bina Angkutan, terdiri dari:
1. Seksi Angkutan Orang;
2. Seksi Angkutan Barang; dan
3. Seksi Teknik Sarana Angkutan;
e. Bidang Bina Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
1. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana.
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah,

™

Pasal 50

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

(1)

(2)

(3)

Paragraf 14
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 51

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan

statistik, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas

membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan

informatika dan bidang persandian dan statistik dan tugas

pembantuan.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan
informatika dan bidang persandian dan statistik;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan
informatika dan bidang persandian dan statistik;
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan
statistik;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi
dan informatika dan bidang persandian dan statistik; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

(1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1
(satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2
(dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3
(tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Komunikasi, terdiri dari:
1. Seksi Monitoring dan Pengelolaan Informasi Publik;
2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi; dan
3. Seksi Pelayanan Informasi;
d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;
2. Seksi Layanan Data, Statistik dan Aplikasi
Informatika; dan
3. Seksi Sandi;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 53

Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 15
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 54

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan
tugas pembantuan.
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(3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

C.

perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

(1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang,
Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing
Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

(2) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.
b.

m ™

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal;

2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan

3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan dan Informasi;

2. Seksi Pelayanan Perizinan; dan

3. Seksi Pelayanan Non Perizinan;

Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan, terdiri dari:

1. Seksi Penanganan Pengaduan Masyarakat;

2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan; dan

3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 56

Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVIIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 16
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Pasal 57

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang

pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas

membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan

olahraga dan bidang pariwisata dan tugas pembantuan.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan
olahraga dan bidang pariwisata,

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan
olahraga dan bidang pariwisata;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan
dan olahraga dan bidang pariwisata; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari
1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri
dari 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari
3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional,
Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan;
c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari:
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari:
1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
2, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan
Khusus; dan
3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
f. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
2. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
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3. Seksi Penggalian Potensi Pariwisata;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 59

Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 17
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 60

(1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi,
usaha kecil dan menengah dan pasar, dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar
dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, koperasi,
usaha kecil dan menengah dan pasar;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, koperasi,
usaha kecil dan menengah dan pasar;

c. pelaksanaan evaluasi dan ©pelaporan di bidang
perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan
pasar;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan,
koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

(1) Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang,
Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing
Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

(2) Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
1. Seksi Perdagangan;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
dan
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d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:

Seksi Pemberdayaan Koperasi;

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan
Usaha Mikro;

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah.

3. Seksi Sarana dan Prasarana,;
1.

2
3

Pasal 62

Bagan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(1)

(2)

(3)

(1)

)

Paragraf 18
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pasal 63

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan,
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan

bidang kearsipan dan tugas pembantuan.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang
kearsipan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan
bidang kearsipan,

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
perpustakaan dan bidang kearsipan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan
dan bidang kearsipan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 64

Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari
1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari
2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3
(tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
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c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
1. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan
Pustaka;
2. Seksi Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan; dan
3. Seksi Pengolahan Teknologi Informasi Perpustakaan,
d. Bidang Arsip, terdiri dari:
1. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Arsip;
2. Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip; dan
3. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Teknologi
Informasi Arsip;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah.

e ]

Pasal 65

Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 19

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

Pasal 66

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang kebakaran, dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai

tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

kebakaran dan tugas pembantuan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kebakaran;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebakaran,;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebakaran; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 67

Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat
terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang
terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Pencegahan, terdiri dari:

1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;

2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
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3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana
Prasarana, terdiri dari:
1. Seksi Pemadaman Kebakaran;
2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
3. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah
Data;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 68

Bagan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(1)

(2)

(3)

(1)

Bagian Kelima
Badan Daerah
Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 69

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang
penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan

pengembangan.

Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan
pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan
pengembangan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan
dan bidang penelitian dan pengembangan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang
perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan
pengembangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 70
Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri
dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri

dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari
3 (tiga) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2)

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Perencanaan, Perekonomian, Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia, terdiri dari:
1. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian;
2. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Sosial; dan
3. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia.
d. Bidang Perencananaan Infrastruktur dan Kewilayahan,
terdiri dari:
1. Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dan Perhubungan;
2. Sub Bidang Perencanaan Perumahan, Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup; dan
3. Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana
dan Kewilayahan.
e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian
dan Pengembangan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Inovasi dan
Teknologi;
2. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan; dan
3. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah,

™

Pasal 71

Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIIl yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

(1)

(2)

(3)

Pasal 72

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan,
pendapatan dan aset, dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali
Kota melalui Sekretaris Daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan,
pendapatan dan aset.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
keuangan, pendapatan dan aset;
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pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan,
pendapatan dan aset;

pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

(1) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang,
Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing
Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

(2) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.
b.

Kepala Badan;

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

Bidang Pendapatan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pajak Daerah;

2. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan

3. Sub Bidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan
Lainnya,;

Bidang Administrasi Belanja, terdiri dari:

1. Sub Bidang Anggaran;

2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan

3. Sub Bidang Urusan Kas Daerah;

Bidang Administrasi Aset Daerah, terdiri dari:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset;

2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset;

dan

3. Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi Aset;

Bidang Akuntansi, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pembukuan;

2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan

3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

terdiri dari:

1. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian;

2. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data dan
Informasi; dan

3. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 74

.

Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Paragraf 3

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 75

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang
korps pegawai negeri sipil, dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali

Kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang
korps pegawai negeri sipil.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia dan fungsi
penunjang korps pegawai negeri sipil;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia dan fungsi
penunjang korps pegawai negeri sipil;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 76

Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua)
Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan
masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Kepegawaian, terdiri dari:

1. Sub Bidang Formasi:

2. Sub Bidang Administrasi Kepangkatan; dan

3. Sub Bidang Administrasi Pensiun;
d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri

dari:

1. Sub Bidang Pengembangan Jabatan;
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2. Sub Bidang Pembinaan; dan
3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 77

Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(1)

(2)

(3)

Paragraf 4
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 78

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa

dan politik di daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali

Kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas

membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang

kesatuan bangsa dan politik di daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa
dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan  organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan
konflix sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pemrbinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan Konflik sosial di Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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(1)

(2)

Bagan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan  wawasan  kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra
suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya,
fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
pelaksanaan  administrasi  kesekretariatan  badan
kesatuan bangsa dan politik; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 79

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 1
(satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2
(dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2
(dua) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.
b.

m -

Kepala Badan;

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, terdiri dari:

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan

2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama,

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,

terdiri dari:

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama
Intelijen; dan

2. Sub Bidang Penanganan Konflik;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 80

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

sebellgairpana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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(1)

(2)

(3)

Paragraf 5
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 81

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanggulangan
bencana, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan
penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta
rawan bencana,;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi
normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang;

g. ~mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak
cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.,

Pasal 82

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
terdiri atas:

a.
b.
c.

(1)
2)

kepala;
unsur pengarah; dan
unsur pelaksana.

Pasal 83
Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 hurufa
dijabat secara jabatan (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.

Kepala Badan membawahi Unsur Pengarah dan Unsur
Pelaksana.
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(1)

(2)

)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(1)

(2)

(3)

Pasal 84

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf

b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan

saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;

b. pemantauan; dan

c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan)

anggota.

Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

a. pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah sebanyak 5
(lima) orang; dan

b. masyarakat profesional di daerah sebanyak 4 (empat]
orang.

Pejabat instansi/lembaga pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas pejabat pada

Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

Masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf b berasal dari para pakar, profesional dan tokoh

masyarakat di daerah.

Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari pejabat

instansi/lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan dan masa jabatan

anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama

5 (lima) tahun dan.

Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih

melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Pengangkatan anggota Unsur Pengarah ditetapkan oleh Wali

Kota.

Pasal 85

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Unsur Pelaksana sebagaimana pada ayat (1), mempunyai
tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara
terintegrasi meliputi:

a. prabencana;

b. saat tanggap darurat; dan

c. pasca bencana.

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana
pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian;

b. pengkomandoan; dan

c. pelaksana.
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(4) Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana
dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan Perangkat
Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha,
dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana
dan pasca bencana.

(5) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana dilaksanakan
melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik
dari perangkat dacrah lainnya, instansi vertikal yang ada di
daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam
rangka penanganan darurat bencana.

(6) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
¢, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana
dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan
perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada
di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 86

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1), terdiri dari:
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan,
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan; dan
2. Seksi Kesiapsiagaan;
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
1. Seksi Kedaruratan, dan
2. Seksi Logistik;
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
1. Seksi Rehabilitasi; dan
2. Seksi Rekonstruksi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Kecamatan
Pasal 88

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah,

Dipindai dengan CamScanner



(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

tugas:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Wali Kota;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di
tingkat kecamatan,

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan
kelurahan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;

i,  melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2),

camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Pasal 89

Organisasi Kecamatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4
(empat) Seksi, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
Organisasi Kecamatan terdiri dari:

a. Camat;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Seksi Pemerintahan;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
Seksi Kesejahteraan Sosial,

e o0

Pasal 90

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
STAF AHLI WALI KOTA
Pasal 91

(1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu Stafl Ahli

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali
Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah.
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(2)

(3)

(4)

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan;

b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia; dan

c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

persyaratan.

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal 92

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 bertugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali
Kota sesuai keahliannya.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

BAB V
ESELON JABATAN
Pasal 93

Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Il.a atau jabatan
pimpinan tinggi pratama;

Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Sekretaris
DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala
Pelaksana BPBD merupakan jabatan eselon Il.b atau jabatan
pimpinan tinggi pratama,;

Kepala Bagian, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas,
Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu dan Camat merupakan
jabatan eselon Ill.a atau jabatan administrator,

Sekretaris BPBD, Kepala Bidang pada Dinas dan Badan,
Kepala Bidang pada BPBD, merupakan jabatan eselon IIl.b
atau jabatan administrator;

Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan BPBD, Kepala Seksi
pada Dinas dan BPBD, Kepala Sub Bidang pada Badan,
Sekretaris Kecamatan Tipe B dan Kepala Seksi pada
Kecamatan merupakan jabatan eselon [V.a atau jabatan
pengawas;

Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan jabatan
eselon IV.b atau jabatan pengawas,

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 94

Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan dalam dan dari
jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada
Gubernur.

Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala
Badan, Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan
dalam dan dari jabatannya oleh Wali Kota sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Sekretaris  pada Inspektorat, Dinas, Badan, Inspektur
Pembantu, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Camat, Sekretaris pada BPBD, Kepala
Bidang pada Dinas, Badan, BPBD, Kepala Sub Bagian pada
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas,
Badan, BPBD, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi pada
Dinas, BPBD, Kecamatan, Kepala Sub Bidang pada Badan,
Kepala Sub Bagian pada Kecamatan diangkat dan
diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Wali Kota
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah
serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan
organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan  kepada bawahan masing-masing, wajib
mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 96

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, seluruh
jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di
Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan dilakukannya penyesuaian struktur organisasi
yang baru sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini,
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(2) Penyesuaian Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksankan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali
Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah
Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing
Tinggi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah
Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 98
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Maret 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021 NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner



BAGAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA

WAKIL WALI KOTA

—

SEKRETARIS
STAF AHLI
DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN ASISTEN
RAKYAT PEMBANGUNAN UMUM
|
[ | | I | | A
: BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ki KESEJAHTERAAN BAGIAN PEREKONOMIAN ADMINISTRAS! PENGADAAN BAGIAN BAGIAN OAGIAN PROTOROY
PEMERINTAHAN RAKYAT HUKUM DAN SUMBER DAYA £ BARANG DAN UMUM . DAN KOMUNIKASI
ALAM PEMBANGUNAN J‘ ORGANISASI PIMPINAN

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN _| SUB BAGIAN SUB BAGIAN SLIB BAGIAN SUB PAGIAN o

ADMINISTRASI BINA MENTAL PERUNDANG- PEMBINAAN —  PENYUSUNAN ] rexcaans mrase | FomiAusans | L cepamaoaw oax|  |—|  SUB BAGIAN
PEMERINTAHAN SFIRITUAL UNDANGAN BUMD DAN BLUD PROGRAM DAN JASA DAN KEPEGAWAIAN ANALISIS JARATAN FROTOKOL

SUR BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SLIE BAGIAN )
ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN BANTUAN 1 PEREKONOMIAN PENGENDALIAN [ ufﬁiﬁ%&ﬂéﬁ:mﬂ | s&?ﬁ:g;‘: PELAYANAN FUBLIK — ﬁjﬂ"ﬁj{‘;
KEWILAYAHAN SOSIAL HUKUM PROGRAM SECARA ELEKTRONIK DAN TATA LAKSANA PIMPIRAN

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUD BAGIAN SUB BAGIAN L SUR BAGIAN SUR RAGIAN S1E RAGIAN .

—1 RERJA SAMA DAR KESEJAHTERAAN DOKUMENTAS] l_ SUMBER DAYA EVALUAS! DAN mfﬁfﬁéf II:FH:G[:gA.\N |_' rowan AN oanf L ooy — DSOUKE:J 3::};:{51
OTONOMI DAERAL MASYARAKAT DAN INFORMASL ALAM PELAPORAN BARANG DAN JASA g FFRLENGEAPAN r:innxmsl HMH\:A'H

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
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LAMPIRAN II

BAGAN ORGANISASI PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
SEKRETARIAT DPRD NOMOR 6 TAHUN 2021

KOTA TEBING TINGGI TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KETUA DPRD

SEKRETARIS DPRD

—
BAGIAN PERSIDANGAN
BAGIAN UMUM DAN PERUNDANG- BAGIAN KEUANGAN
UNDANGAN
I | |
[ 1 | ] [ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
Uh;gﬂ,aﬁ?N r &?\iﬁ'%lﬂmw PERSIDANGAN PERUNDANG- SUB BAGIAN SUB BAGIAN
TANGGA PROTOKOLER DAN RISALAH UNDANGAN PROGRAM KEUANGAN

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN III
BAGAN ORGANISASI

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
INSPEKTORAT NOMOR 6 TAHUN 2021
KOTA TEBING TINGGI TENTANG

SUSUNAN ORGANISAS]I PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

INSPEKTUR
SEKRETARIAT
|
{ 1
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, UMUM SUB BAGIAN EVALUASI
DAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
| I
IRBAN URUSAN IRBAN URUSAN IRBAN URUSAN
PEMERINTAHAN 1 PEMERINTAHAN 11 PEMERINTAHAN II1
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JAFUNG JAFUNG JAFUNG

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
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BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS
KELOMPOK
JAFUNG SEKRETARIAT
|
1 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
I [ I
BIDANG
PEMBINAAN PAUD DAN PET[%IELI?AGAN BIDANG
PENDIDIKAN NON s KEBUD
FORMAL PENDIDIKAN DASAR AYAAN
SEKSI SERSI SEKSI p— SEKSI SEKSI
A nmAN | Kevemmacaan | | PEREIOGC0AN KURIKULUM DAN| | KELEMBAGAAN | | PENDIDIK DAN L SEKSI SEKSI SEKSI
“PAUD DAN 1,Ri’;:"§‘:|';“[’:‘:un KEPENDIDIKAN PESERTA DIDIK DAN SARANA TENAGA AR BUDAYA|| SEJARAH, TENAGA
PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAK , FAUD DAN i PRNAS]‘RANA e CUKAN PER I-MN TRADISI DAN KEBUDAYAAN
NON FORMAL NON FORMAL rl:nl‘;glémnon DASAR PE DD‘\SD"I\REQN PEI'ES\ISI];AN MUSEUMAN|| kESENIAN
UPTD

NTAL S
Salinan's ”’éé) ngan aslinya
Kepala Bagian\f] {(um,

] S (g
% ‘ :E~ : ]A .J 2 I!;l
Siti Masila Safagih
L, = -"“"_‘.’ P

4 \

A

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
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BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS
KELOMPOK
SEKRETARIAT
JAFUNG
I
| ]
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN
DAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
| [ I
BIDANG BIDANG PENCEGAHAN BIDANG PELAYANAN
KESEHATAN DAN PENGENDALIAN DAN SUMBER DAYA
MASYARAKAT PENYAKIT KESEHATAN
| ] [ ] | |
SEKSI SEKSI PROMOSI Ksssggf':'m SEKS] BERS giﬁgggt%ﬂ SEKSI {
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN. SURVEILANS e AN PENYAKIT TIDAK PELAYANAN KEFARMASIAN SUMBER BATA
KELUARGA DAN PEMBERDAY‘MN KESEHATAN DAN IMUNISASI PENYAKIT MENULAR MENULAR DAN , sl :
ak MASVARAKAT KERJA DAN KESEHATAN JIWA KESEHATAN ALKES DAN PKPRT KESEHATAN
OLAHRAGA
UPTD

Sa]inan;'éé:\% i dengan aslinya
Kepala Bﬁk@\ ukum,

i —_ ‘..!'_'
[ il
Siti Masi!t Saragih

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
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LAMPIRAN VI
BAGAN ORGANISASI

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN NOMOR 6 TAHUN 2021 GG
PENATAAN RUANG TENTANG
KOTA TEBING TINGGI

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS

KELOMPOK
SEKRETARIAT
JAFUNG
|
[ |
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN PER‘:'{I;%T:I%‘}\“NDA"
I
I | | I
BIDANG TATA RUANG DAN BIDANG BANGUNAN
BIDANG BINA MARGA BIDANG SUMBER DAYA PENGEMBANGAN GEDUNG DAN JASA
AIR INFRASTRUKTUR WILAYAH KONSTRUKSI
I H I I | I |
e SEKS! SEKSI SEKSI SEKSI AIR SEKS! -
EE!.HLI\]: N;lIN.'\N rt*.m:z:lr;:zmn pENG AWASAN SUNGAI MINUM DRSE]I:S[ PERES\EI:(I:{.EIIIMN PEMASEQATAN I‘ENG:;IImnu AN SEKS] SEKS] IASA SEKSI TATA
[N 5 (! . , . AR ] - o +
it || bt || oament” | | pav || owae || oRass | | R o ST | | cepun | st || sascuas
JEMBATAN IRIGASI RUANG
UPTD
_ WALI KOTA TEBING TINGGI,
AR £\ ;
Salinan sesﬁa\]c_ilengan aslinya
Kepala Bagian\Hukum, ttd.

1 UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
Siti Masha Saragih
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LAMPIRAN VII

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS

KELOMPOK
TARIAT
JAFUNG SEKRE
|
| 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
| |
BIDANG KATRSAL
PERUMAHAN PERMUKIMAN
I |
K SEKSI . SEKS!
PENDIATAAR, PRASARANA. PENGELOLAAN E{f?ﬁﬁ!{mﬂ FELARSAMAAR SEKSI
EVALUASI DAN SARANA DAN PEMAKAMAN DAN PENATAAN
PELAPORAN DAN PELAPORAN PENINGKATAN
PERUMASAN i PERTANAHAN s e KAWASAN

UPTD

WALI KOTA TEBING TINGGI,
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagiari_-]‘é‘ukum, ttd.
: ) UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Siti Masj _Sa:;ggih

L

’/
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LAMPIRAN VIII

BAGAN ORGANISASI PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR 6 TAHUN 2021
KOTA TEBING TINGGI TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG

PRAJA
KELOMPOK
JAFUNG SEKRETARIAT
|
| |
SUB BAGIAN UMUM PERSElngCf;:mNDAN
DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN
[ |
BIDANG BIDANG PENEGAKAN
KETENTERAMAN DAN PERATURAN DAERAH DAN
KETERTIBAN UMUM PERATURAN WALI KOTA
|
" ¢ SEKSI
orerAsionaL | | .o SEKS! PENGAMANAN pgns;:aéfplmn PENYULUHAN SEKSI
DAN KETERTIBAN DAN DAN DAN KERJASAMA
PENGENDALIAN UMUM PENGAWALAN PENGAWASAN| | PEMBINAAN
UPTD
. . : WALI KOTA TEBING TINGGI,
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd.

Siti Masita Sar;gih UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
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BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGG!

KEPALA DINAS

Kﬁk‘g{“}’ﬁgl’{ SEKRETARIAT
I
| ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
| |
REI?A?!?I?[?ASI e
' PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL SOSIAL
I [ |
) . L SEKS!
cemamast| | rerievany | | JAMINAN Tmenad || FEMBCROAAN || sani,
SOSIAL SOSIAL SOSIAL RIABAITRAN KESEJAHTERAAN KESETIAKAWANAN
SOSIAL SOSIAL SOMAL
UPTD
WALI KOTA TEBING TINGGI,
Salinan sesuai dengan aslinya
* Kepala Bagian Hukum, ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
Siti Masita Saragih

Dipindai dengan CamScanner



BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN X

DINAS KETENAGAKERJAAN PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
DAN PERINDUSTRIAN Notr;[cm 6 TAHUN 2021
KOTA TEBING TINGGI TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS

KELOMPOK
JAFUNG SEKRETARIAT
|
| 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
l I
BIDANG BIDANG
| l |
. SEKS| PENEMPATAN Bt SEKSI SEKSI .
PRODUKTIFITAS TERAGA KERIA TENACK KER A, s i) INDUSTRI SABANE AN
BANPRLAT AR KESEMPATAN K o pegio KERAJINAN LOGAM DAN PRASARANA
KERIA INDUSTRIAL UMUM JASA

UPTD

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner




BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN XI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
PERLINDUNGAN ANAK DAN NOMOR 6 TAHUN 2021
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG

KOTA TEBING TINGGI SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS

KELOMPOK
JAFUNG SEKRETARIAT
|
[ 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
| | 1
BIDQTE}U'I‘;L&I;TAS BIDANG PERLINDUNGAN FEMgg‘;ﬂMN
PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN PEMENUHAN KELEMBAGAAN
PEREMPUAN HAK ANAK MASYARAKAT
SEKSI SEKSI PUG SEKSI SEKSI st SEKSI PE ens AN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN PERLINDUNGAN PEh?E?:SIi’i AN pB::;;Gk“;“N m’srl-zp:ga:ﬁ: ﬁz?;';ﬂ?;:ﬁ: ];:E'J:Hutfgl\;:::
HAK PEMBERDAYAAN S'ESTEM DATA KHUSUS ANAK HAK ANAK KUALITA g CMEBAGA KELOMPOR, | MASYARAKAT DAN
PEREMPUAN PEREMPUAN GENDER DAN KELUARGA KEMASYARAKATAN MASYARAKAT || KESEJAHTERAAN
ANAK KELUARGA
anlag UPTD
) SN - WALI KOTA TEBING TINGGI,
‘Salinan sesuai-dengan aslinya
Kepala Bagjan Hukum,
x| SR LY ttd.
| - '
N\ N
\"eN Zo UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
Siti Masifs?Saragih

Dipindai dengan CamScanner



BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XII

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS

SEKSI ADVOKASI

PENYULUHAN DAN

PENDAYAGUNAAN
PLKB DAN KADER KB

——

2

KELOMPOK
JAFUNG SEKRETARIAT
[
| |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
[ |
BIDANG PENGEPNDALIAN BIDANG KETAHANAN
: PENDUDUK DAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA BERENCANA KELUARGA
| | 1
SEKSI
PENGENDALIAN By SEKSI SEKSI BINA -
PENDUDUK DAN KB/ALKON DAN PEMBERDAYAAN RTATLATCAN KETAHAN.
INFORMASI PEMBINAAN KELUARGA IUARGA, BALITA, AN
KELUARGA KESERTAAN KB SEJAHTERA ANAK DAN LANSIA REMAJA

Salinan seéﬁéi_'dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masit Sar&éi'h

UPTD

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner




LAMPIRAN XIII

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS
KELOMPOK SEKRETARIAT
JAFUNG
SUB BAGIAN
UMUM DAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERENCANAAN
| | | | | |
BIDANG BIDANG KONSUMSI BIDANG PRASARANA, BIDANG TANAMAN BIDANG PETERNAKAN BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DAN KEAMANAN SARANA DAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KESEHATAN PERIKANAN
DISTRIBUSI PANGAN PANGAN PENYULUHAN DAN PERKEBUNAN HEWAN
| KETES;‘:‘;}\;ESDIL&*N - PENGANEE:%;GAMAN | | SEKSILAHAN, IRIGAS! SEKSI PERBENTHAN SEKSI PERBIBITAN SEKSI PRODUKSI
PANGAN KONSUMSI PANGAN DAN PEMBIAYAAN —| DAN PERLINDUNGAN —  DAN PRODUKS!I PERIKANAN
. et 3 SEKSI PUPUK,
|| SEKSI DISTRIBUSI 1 SEKSI KONSUMSI — PESTISIDA DAN || SEKSI PRODUKSI SEKSI KESEHATAN SERSI PERLINDUNGAN
PANGAN PANGAN ALSINTAN HEWAN FERIRANAN
|__| SEKSI KERAWANAN SEKSI KEAMANAN — < || SEKSI PENGOLAHAN | SEKS| KESMAVET - o
b LREAM) SEKSI PENYULUHAN RS A pghp%%,fs,l ;: SM, BEI\.;'E;»;: gll E:ﬂti.;ma
Salinan sesuai dengan aslinya WALI KOTA TEBING TINGGI,
Kepala Bagian Hukum, UPTD

ttd.

Siti Masith Saragih UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner




BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021

KOTA TEBING TINGGI TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
KEPALA DINAS
Kﬂlﬁg‘lﬁg - SEKRETARIAT
|
| ]
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN DAN
DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN
| ]
BIDANG n:[::.NBGERPEB:ﬁE:‘.Ola\AN LIMBAH
s RAl AYA DAN BERACUN,
e =
I
PERSREANAAN SEKSI SEKSI PENGELOLAAN PENGENDALIAN xam],a
AR CATA PENGADUAN DAN PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN KIDUP, PRASARANA DAN
b o | | "o s ||| | i
LINGKUNGAN HUKUM BERACUN A PE‘:MECII?[P‘I{(]M
. UPTD
s

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Sars_igi_h

=

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner




BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN XV

DINAS KEPENDUDUKAN PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 6 TAHUN 2021
KOTA TEBING TINGGI TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS
KELOMPOK
JAFUNG SEKRETARIAT
|
| ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
[ 1 I
B BIDANG PELAYANAN INFORMAS! ABMINISTRAS!
i PENCATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN DAN
PENDUDUK PEMANFAATAN DATA
- - . SEKSI SEXSI sERSL 8ISTE . .
102 r%‘?‘:?ms P? J:’:[I;i[ﬂ PENDATA SEKSI PERKAWINAN FERURAIANY SINFORMASI PZNE%K&H a || oA
) NDATAAN KELAHIRAN DAN e TUB ANAK, ADMINISTRAS! || DAN PENYAJIAN INOVASI
PENDUDUK DATANG PENDUDUK PERCERAIAN || paN KEMATIAN KEPENDUDUKAN DATA PELAYANAN
UPTD

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN XVI

BAGAN ORGANISASI PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
DINAS PERHUBUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2021
KOTA TEBING TINGGI TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS
KELOMPOK
JAFUNG SEKRETARIAT
|
[ ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
| [ i

BIDANG OPERASIONAL DAN BIDANG BINA BIDANG BINA SARANA DAN

KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN PRASARANA

| |

SEKSI SEKS! ) BI:::;% AN SEKSI SEKSI SEXS) i Aiiﬁﬂﬂ SEKSI I'EH?'KL\;NB‘AIS'\N
PENOD‘T\T:RH.N PENG[‘;:‘:JJ\SAH KESEE:EMT&N A%GRI‘;L-NTTG)\N ANGKU-TAN ;.E;'f;: KERUTUHAN PEN\?ELA:NG'W FTM'E'II..—]I‘::-\.R‘MN
PENGAWALAN | | pENINDAKAN [ | KESEMAMATA BARANG || ANGKUTAN PENGADAAN UMUM “PRARARANA
TAT —
\IJ;_/" ‘ \ r
O\ WALI KOTA TEBING TINGGI,
Salinan-sesuaj dqngan aslinya
hepa]a Bagian Hukum,

ttd.

N ——f . UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
Siti-Masita Saragih

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN XVII

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISAS] PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFOMATIKA
KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS

KELOMPOK
JAFUNG SEKRETARIAT
|
| |
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN DAN
DAN KEPEGAWAIAN KPUANGAN
[ I
BIDANG BIDANG APLIKASI
KOMUNIKASI INFORMATIKA
]
SEKSI .
MONTTORING SEKSI SEKSI SRi Sf\ml
T e e I )
INFORMASI KOMUNIKASI INFORMASI INFORMATIKA INFORMATIKA
UPTD
S WALI KOTA TEBING TINGGI,
Salin'a}i'é'.é_s_ﬁ \j dengan aslinya
Kepala Bagiétg\smkum, ttd.
%

,;: UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
Siti Masita Saragih

Dipindai dengan CamScanner



BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI

NOMO

R 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KELOMPOK
JAFUNG SEKRETARIAT
|
| ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
| I |
BIDANG BIDANG BIDANG PENGADUAN
KEBIJAKAN DAN
PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN PELAPORAN
SEKSI o 3 63 SEKS| - SEKSI
revecavany | | SRS [ S rencntmans || eS| st || et [ o [ e
PENGEMIANGAN PENANAMAN ":};ﬁmﬂ INrg;:uSI PERIZINAN o :12:: - m:ru::wr - mr:ﬁ . . ES:A -
IhlJM:"(l‘.’?].\A:AMa\N MODAL MODAL LAVARAN

Salinan sq;@ i dengan aslinya
Kepala Bagian\Hukum,

.l

Siti Masita Saragih

UPTD

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner




LAMPIRAN XIX

BAGAN ORGANISASI PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA NOMOR 6 TAHUN 2021
DAN PARIWISATA TENTANG
KOTA TEBING TINGGI SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
KEPALA DINAS
Kﬁﬁgp‘;‘gl( SEKRETARIAT
I |
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN SUB BAGIAN
DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERENCANAAN
[ ] | |
BIDANG
BIDANG LAYANAN BIDANG PENINGKATAN
PEMBUDAYAAN BIDANG PARIWISATA
KEPEMUDAAN OLAHRAGA PRESTASI OLAHRAGA
I | [ | | I |
SEKSI sEKs] SEKSI SEKSI "
SEKSI SEKSI e, SRS OLAHRAGA OLAHRAGA 2 PEMBIBITAN, SEKSI PROMOSI R SEKSI SEKsI
e | e ool | | i | S || < || W | | e | o i | mE
OLAHRAGA i~ oy OLAHRAGA KEOLAHRAGAAN o OLAHRAGA PARIWISATA PARIWIBATA PARIWISATA
UPTD
WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner




BAGAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENEGAH
KOTA TEBING TINGGI

KELOMPOK
JAFUNG

LAMPIRAN XX

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

|
[ 1

SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

r

BIDANG
PERDAGANGAN

|

SERSI
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
PERDAGANGAN

SEXS!
PERDAGANGAN

SEKSI
SARANA DAN
PRASARANA

Salman sesuax dengan aslinya
Kepﬂln g\a Hul-:um,

{ ¥\ oL l I

\ \ —

Slﬁ‘MFsEt -Saragih

BIDANG
KOPERASI DAN
USAHA MIKRO

SEKS!
PEMDERDAYAAN
KOPERASI

PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRD

BEES] FINGAWASAN
AN FENGENTMALIAN
EOFERAS] [AMN
UFSAHA M KRC)

UPTD

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner



BAGAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXI

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS

KELOMPOK
JAFUNG SEKRETARIAT
|
! ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
' |
BIDANG
PERPUSTAKAAN BIDANG ARSIP
I 7 n
K " " o
SSE::: ?JE\U:{S;?\I v PE N%rg.ls:l AN PENSGEgiSii AN SEKSI P‘!;Nugahr;:rq GAN
A Al PE}I\:‘E;:ESAE&&\ . TEKNOLOGI DAN LAYANAN DAN KERJASAMA DAK
eS| | vermotaann | | o, e | |romser | R

-

UPTD

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Sélinan. sesu\é‘l dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, 4
| A 1w ttd.

- Siti Masi a‘égmgih UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner



BAGAN ORGANISASI

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN

PENYELAMATAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXII

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS

K?kggﬁg K SEKRETARIAT
1
[ 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
| |
BIDANG PEMADAMAN,
BIDANG PENYELAMATAN DAN
PENCEGAHAN SARANA PRASARANA
I |
SEKSI SEKSI SEKSI . SEKSI SEKS! SARANA
PENCEGAHAN PENINGKATAN P VASYARAKAT PEMADAMAN bl oL INFORMAS! DAN
DAN KAPASITAS DAN DUNIA KEBAKARAN DAN szof;g I
INSPEKSI APARATUR USAHA EVAKUASI DATA

S_m.qusu dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Siti Masi a'SaI‘a_gih

UPTD

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN XXIII

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

SERENESINCD CHOGI SUSUNAN ORGANISAS] PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
KEPALA BADAN
KELOMPOK
JAFUNG SEKRETARIAT
|
| 1

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN DAN

KEPEGAWAIAN KEUANGAN

[

BIDANG PERENCANAAN,
PEREKONOMIAN,
PEMERINTAHAN DAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

1

Siti Masith Saragih

BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN

BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN, EVALUASI,
PENELITIAN DAN

PEMBANGUNAN MANUSIA KEWILAYAHAN PENGEMBANGAN
SUH BIDANG il gy - SUB BIDANG
SUB BIDANG PECENCANRAN DU P SUB BIDANG TreROMARAN | kil iy RUR BIDAXG PENGENDALIAN, SUB BIDANG
it FEMERINTAHAN PERENCANAAN PERERCANAAN TRENCANAAN PENELITIAN, B
PEREXCANAAN PEMBANGUNAN y FEANLTKIMAN PENANGGULANGAN] PENGEMEANGAN, || MONITORING, PERENCARAAN
PEREKONOMIAN Hmm:’;‘".?.m AN “MANUSIA PUPR 'i"“ Pt :’rmj”:““,‘ DAN BENCANA DAN INOVASI DAN EVALUASI DAN || DAN PENDANAAN
SOSIAL PERHUBUNGAN wcur KEWILAYTAHAN TEKNOLOG PELAPORAN

UPTD

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner



BAGAN ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

KEPALA BADAN

LAMPIRAN

XXIV

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KELOMPOK SEKRETARIAT
JAFUNG
|
] |
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN
DAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
| [ I | |
BIDANG PENDAPAT BIDANG ADMINISTRASI BIDANG ADMINISTRASI BIDANG PELAYANAN
APATAN BELANJA ASET DAERAH BIDANG AKUNTANS PBB DAN BPHTB
I [ | | | | | | |
SUB BIDANG . ] _ .
[ E:'JEJI E: a g}?rg} EG ;.;G ‘I;::-:rat:;%l SUB BIDANG BT P DANG 3g{:.§2:1’:.: PER Br;(:;" AAN P:MLDT?L%T&‘" Fi'gﬁza::" SUR BIDANG gélhﬂégﬁﬂ& wfﬁllll.l!?:.:l(‘ sing::f H:_:i?::r_x::‘du "‘u‘ ":':.
AER, 3 PR TR ANGGARAN | | pertienuanarasn ; PENGAMAN .- _ PEMBUKUAN DATA DAN DAN PENDATAAN, raaLOAAN e
DAERAH DAERAH LAINMYA DAERAH n?‘:‘n- AN prr= (‘.‘F‘T‘.:;\g“‘il (B e PELAPORAN m'::ﬂik,‘ 1.].;;}1:'!'\3! ...
UPTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masith Saragih

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner



BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN XXV

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
PENGEMBANGAN SUMBER NOMOR 6 TAHUN 2021
DAYA MANUSIA TENTANG
KOTA TEBING TINGGI SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
KEPALA BADAN
KELOMPOK
JAFUNG SEKRETARIAT
I
[ 1
SUB BAGIAN

SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN DAN

BIDANG
BIDANG PENGEMBANGAN
KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA
MANUSIA
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
S‘IJ:%SE)AAS"I'G ADMINISTRASI ADMINISTRAS! PENGEMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN
KEPANGKATAN PENSIUN JABATAN PELATIHAN

UPTD WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

\

’snmmﬂp Baragih UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN XXVI

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021,

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI

KEPALA BADAN

KELOMPOK
JAFUNG SEKRETARIAT
T
| 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN PROGRAM
UMUM DAN ANGGARAN DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
| |
BIDANG IDEQLOGI, WAWASAN BIDANG POLITIK DALAM
KEBANGSAAN DAN NEGERI DAN BIDANG KEWASPADAAN
KETAHANAN EKONOMI, ORGANISASI NASIONAL DAN
SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA KEMASYARAKATAN PENANGANAN KONFLIK
| ' | — |
SUB BIDANG
IDEOLOG! DAN o e SUB BIDANG SUB BIDANG KEWASPADAA SUB BIDANG
WAWASAN O B eTAL, POLITIK DALAM ORGANISASI DINI DAN PENANGANAN
" KEMASYARAKATAN KERJASAMA FLIK
KEBANGSAAN AGAMA NEGERI i KONFLIK

Salinan sesuai dengan aslinya
‘Kepala Bagian Hukum,

‘!
L

-

Siti Masitd Saragih

UPTD

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN XXVII

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

KEPALA BADAN
| |
URBUR FENGARAH UNSUR PELAKSANA
INSTANSI i
PROFESIONAL/AHLI KEPALA PELAKSANA
SEKRETARIAT
| |
SLIIJMBU??%F:DT SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERENCANAAN
| I |
BIDANG BIDANG
PENCEGAHAN DAN KEDARURATAI:I DAN BIDANG lgEI-D\B]LlT&SI
KESIAPSIAGAAN LOGISTIK DAN REKONSTRUKSI
I | i
l I l I B
SENCECARAN EESAESIRGRAS KEDARURATAN LOGISTIK REHABILITASI REKONSTRUKSI
KELOMPOK WALI KOTA TEBING TINGGI,
JABATAN
FUNGSIONAL ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN XXVIII

BAGAN ORGANISASI PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
KECAMATAN NOMOR 6 TAHUN 2021
KOTA TEBING TINGGI TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

CAMAT
SEKRETARIAT
|

| 1

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
[ [ [ ]
SEKSI e SEKSI KETENTERAMAN SEKSI KESEJAHTERAAN
PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN DAN KETERTIBAN o8
MASYARAKAT UMUM

WALI KOTA TEBING TINGGI,
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